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BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan
Dari pembahasan pada uraian bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

I. Ketentuan hukum atas persyaratan calon kepala dacrah yang berstatus
terpidana percobaan dalam peraturan perundang-undangan bertentangan satu
dengan lainnya. Undang-Undang menyatakan tidak memenuhi syarat calon
yang berstatus terpidana sedangkan Peraturan KPU menyatakan memenuhi
syarat pencalonan bagi terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara.

2. Hak politik calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan dibatasi

menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 42/PUU-XI11/2015. Sementara Undang-Undang HAM

dan Undang-Undang JCCPR hanya mengatur hak politik secara umum.

Namun didalam Peraturan KPU mengatur hak untuk dipilih (right to be

candidate) terpidana percobaan dalam Pemilihan Kepala Daerah.

B. Saran
Sebagai sebuah masukan / solusi yang diberikan oleh penulis, berikut

disampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut :
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